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Abstract: The purpose of this study was to analyze the satisfaction levels towards
the services of Landasan Ulin Subdistrict Office. The research method was
quailtative analysis. The samples amount 100 people. The results of this research
showed that the poor services quality may cause people’s disatisfaction. The
entire services of Landasan Ulin Subdistrict Office provided valued as "B" (Good)
services.
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Kecamatan Landasan Ulin. Metode
penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Jumlah sampel sebanyak 100
orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang buruk dapat
menyebabkan masyarakat merasa tidak puas. Semua pelayanan pada Kantor

Kecamatan Landasan Ulin termasuk pada pelayanan “B” (Baik).

Kata Kunci: kepuasan, pelayanan

Latar Belakang

Pelayanan publik diartikan sebagai
pemberian layanan (melayani) keperluan
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Instansi pemerintah mengadakan pelayanan
bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi
untuk melayani masyarakat serta mencipta-
kan kondisi yang memungkinkan setiap ang-
gota masyarakat mengembangkan kemampu-
an dan kreativitasnya demi mencapai tujuan
bersama. Oleh karena itu, birokrasi publik
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan layanan baik dan profesional.

Pelayanan publik adalah pemberian pe-
layanan untuk keperluan orang atau masyara-
kat yang mempunyai kepentingan pada orga-
nisasi sesuai dengan aturan dan tata cara
yang telah ditetapkan. Pelayanan publik diar-
tikan sebagai segala bentuk keinginan pela-
yanan umum yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah pusat, di daerah, di lingkungan
BUMN,BUMD dalam bentuk barang dan ja-
sa baik dalam rangka upaya pemenuhan ke-
butuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan, dan dalam

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan per-
undang-undangan.

Kualitas pelayanan adalah merupakan
salah satu masalah yang sangat krusial dalam
studi manajemen, baik dalam lingkup mana-
jemen sektor publik maupun manajemen sek-
tor privat. Hal ini terjadi karena di satu sisi
tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kua-
litas pelayanan dari tahun ke tahun menjadi
sangat besar, sementara praktek penyeleng-
garaan pelayanan tidak mengalami perbaikan
yang berarti.

Layanan lisan harus sesuai norma, bu-
daya dan tingkah laku yang berlaku di Indo-
nesia. Layanan tulisan ada dua jenis, yaitu la-
yanan dalam bentuk petunjuk yang harus dan
perlu diketahui umum dan dalam bentuk su-
rat-menyurat. Layanan bentuk surat menyurat
hendaknya mengikuti pedoman yang tata per-
suratan yang baik bersifat umum maupun
khusus. Adapun layanan bentuk perbuatan,
perlu disertai dengan kesungguhan, keteram-
pilan dalam pelaksanaan pekerjaan dan disi-
plin agar memenuhi syarat dan memuaskan
bagi mereka yang berkepentingan.
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Standar pelayanan publik sekurang-
kurangnya meliputi: (1) prosedur pelayanan,
(2) waktu penyelesaian (3) produk pelayan-
an, (4) biaya pelayanan, (5) sarana prasarana,
dan (6) kompetensi petugas pemberi pelayan-
an.

Fungsi utama pemerintah adalah mela-
yani masyarakat sehingga pemerintah perlu
terus berupaya meningkatkan kualitas pela-
yanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan
pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan
penerima pelayanan. Kepuasan penerima pe-
layanan dicapai apabila penerima pelayanan
memperoleh pelayanan sesuai dengan yang
dibutuhkan dan diharapkan. Prosedur adalah
tata tertib dengan segala ketentuan mengenai
cara-cara yang harus dipenuhi dalam melak-
sanakan atau untuk mendapatkan sesuatu,
disini dikemukakan juga pengertian prosedur
pelaksanaan atau birokrasi menurut penulis
adalah tata cara melaksanakan sesuatu peker-
jaan dengan baik dan menggunakan unsur-
unsur administrasi serta juga menggunakan
tata tertib dalam pelaksanaan tugas agar ter-
capai tujuan dari pekerjaan tersebut. Semen-
tara itu, kata mutu mengacu pada tingkat
ukuran baik tidaknya sebuah pelayanan, dan
tidak mudah untuk disepakati, karena setiap
jenis pelayanan tidak mudah untuk disepa-
kati, dan setiap jenis pelayanan memiliki ciri
khas masing-masing, berkembang untuk me-
menuhi kebutuhan yang khusus dan diguna-
kan dalam lingkungan pelayanan yang saling
berbeda.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut ini.

1. Pelayanan apa yang diberikan pada Kan-
tor Kecamatan Landasan Ulin selama ini?

2. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang diberikan oleh
Kantor Kecamatan Landasan Ulin?

Kajian Literatur

Pelayanan adalah proses pemenuhan
kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara
langsung. Pengertian pelayanan dalam Ka-
mus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah
menolong atau menyediakan segala apa yang
diperlukan orang lain seperti tamu atau pem-
beli. Pelayanan merupakan kegiatan/ keun-
tungan yang ditawarkan oleh organisasi atau
perorangan kepada konsumen yang bersifat

tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. De-
ngan demikian, ketika berlangsung pelayanan
ada sesuatu yang disampaikan, disajikan atau
dilakukan oleh pihak yang melayani kepada
pihak yang dilayani, sesuatu itu disebut la-
yanan.

Pelayanan umum dapat didefinisikan
sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik
dalam bentuk barang publik maupun jasa pu-
blik yang pada prinsipnya menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh instansi peme-
rintah di pusat, di daerah dan di lingkungan
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usa-
ha Milik Daerah.

Dalam konsep pelayanan, dikenal dua
jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layan-
an dan penerima layanan. Penyedia layanan
atau service provider adalah pihak yang da-
pat memberikan suatu layanan tertentu kepa-
da konsumen, baik berupa layanan dalam
bentuk penyediaan dan penyerahan barang
atau jasa-jasa. Penerima layanan atau service
receiver adalah pelanggan atau konsumen
yang menerima layanan dari pada penyedia
layanan.

Berdasarkan status keterlibatannya de-
ngan pihak yang melayani terdapat dua go-
longan pelanggan yaitu:

1. pelanggan internal, yaitu orang-orang
yang terlibat dalam proses penyediaan ja-
sa atau proses produksi barang, sejak dari
perencanaan, penciptaan jasa atau pembu-
atan barang, sampai dengan pemasaran
barang, penjualan dan administrasi; dan

2. pelanggan eksternal, yaitu semua orang
yang berada di luar organisasi yang mene-
rima layanan penyerahan barang dan jasa.

Kualitas pelayanan dapat diketahui de-
ngan cara membandingkan persepsi konsu-
men atas pelayanan yang nyata-nyata mereka
terima dengan pelayanan yang sesungguhnya
mereka harapkan terhadap atribut-atribut pe-
layanan. Jika jasa yang diterima atau dirasa-
kan (perceived service) sesuai dengan yang
diharapkan, maka kualitas pelayanan diper-
sepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang
diterima melampaui harapan konsumen, ma-
ka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat
baik dan berkualitas. Sebaliknya, jika jasa
yang diterima lebih rendah daripada yang
diharapkan, maka kualitas pelayanan diper-
sepsikan buruk.
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Pada umumnya pelayanan yang berta-
raf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang
tinggi serta pembelian ulang yang lebih se-
ring. Kata kualitas mengandung banyak defi-
nisi dan makna. Orang yang berbeda akan
mengartikannya secara berlainan tetapi dari
beberapa definisi yang terdapat beberapa
kesamaan walaupun hanya cara penyampai-
annya saja biasanya. Elemen kualitas adalah
sebagai berikut:

1. kualitas meliputi usaha memenuhi atau
melebihkan harapan pelanggan;

2. kualitas mencakup produk, jasa, manusia,
proses dan lingkungan; dan

3. kualitas merupakan kondisi yang selalu
berubah.

Penyelenggara pelayanan publik pada
instansi pemerintah terbagi ke dalam unit-
unit pelayanan yang secara langsung membe-
rikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap
pelayanan publik harus memiliki standar pe-
layanan dan dipublikasikan sebagai jaminan
adanya kepastian bagi penerima pelayanan.
(http://lwww.pengertianpakar.com). Pelayan-
an publik dapat diartikan sebagai pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Pelayanan publik yang profesional, artinya
pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya
akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi
layanan (aparatur pemerintah), dengan ciri
sebagai berikut:

1. efektif, yaitu lebih mengutamakan pada
pencapaian apa yang menjadi tujuan dan
sasaran;

2. sederhana, yaitu prosedur/tata cara pela-
yanan diselenggarakan secara mudah, ce-
pat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipa-
hami dan mudah dilaksanakan oleh ma-
syarakat yang meminta pelayanan;

3. kejelasan dan kepastian (transparan), yaitu
adanya kejelasan dan kepastian;

4. keterbukaan, yaitu prosedur/tata cara per-
syaratan, satuan Kkerja/pejabat penang-
gungjawab pemberi pelayanan, waktu pe-
nyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-
hal yang berkaitan dengan proses pelayan-
an yang wajib diinformasikan secara ter-
buka agar mudah diketahui dan dipahami

oleh masyarakat, baik diminta maupun
tidak diminta;

5. efisiensi, yaitu persyaratan pelayanan ha-
nya dibatasi pada hal-hal berkaitan lang-
sung dengan pencapaian sasaran pelayan-
an dan tetap memperhatikan keterpaduan
antara persyaratan dengan produk pela-
yanan yang berkaitan;

6. ketepatan waktu, yaitu pelaksanaan pela-
yanan masyarakat dapat diselesaikan da-
lam kurun waktu yang telah ditentukan;

7. responsif, yaitu, lebih mengarah pada da-
ya tanggap dan cepat menanggapi apa
yang menjadi masalah, kebutuhan dan
aspirasi masyarakat yang dilayani; dan

8. adaptif, yaitu cepat menyesuaikan terha-
dap apa menjadi tuntutan, keinginan dan
aspirasi masyarakat yang dilayani yang
senantiasa mengalami tumbuh kembang.

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fung-
si utama yang harus dijalankan oleh pemerin-
tah tanpa memandang tingkatannya, yaitu pe-
layan masyarakat (public service), pemba-
ngunan (development) dan perlindungan
(protection). Pemberian pelayanan publik
oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat
sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi
Oleh karena itu, kedudukan aparatur peme-
rintah dalam pelayanan umum (publik ser-
vice) sangat strategis karena akan sangat me-
nentukan sejauh mana pemerintah mampu
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya
bagi masyarakat sehingga dapat menentukan
sejauh mana negara telah menjalankan peran-
nya dengan baik sesuai dengan tujuan pen-
diriannya. Tujuan peraturan ini untuk meng-
ukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna
layanan dan meningkatkan kualitas penye-
lenggaraan pelayanan publik. Sasarannya
adalah sebagai berikut:

1. mendorong partisipasi masyarakat sebagai
pengguna layanan dalam Kkinerja penye-
lenggara pelayanan;

2. mendorong penyelenggara pelayanan un-
tuk meningkatkan kualitas pelayanan; dan

3. mendorong penyelenggara pelayanan
menjadi lebih inovatif dalam menyeleng-
garakan pelayanan publik.

Ruang lingkup survei kepuasan masya-
rakat dalam peraturan ini meliputi:
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1. persyaratan, yaitu syarat yang harus dipe-
nuhi dalam pengurusan suatu jenis pela-
yanan, baik persyaratan teknis maupun ad-
ministratif;

2. prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan;

3. waktu pelayanan, yaitu jangka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayan-
an;

4. biaya/tarif, yaitu ongkos yang dikenakan
kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari pe-
nyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penye-
lenggara dan masyarakat;

5. produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu
hasil pelayanan yang diberikan dan diteri-
ma sesuai dengan ketentuan yang telah di-
tetapkan.

6. kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan
yang harus dimiliki oleh pelaksana meli-
puti pengetahuan, keahlian, ketrampilan,
dan pengalaman;

7. perilaku pelaksana, yaitu sikap petugas
dalam memberikan pelayanan.

8. maklumat pelayanan, yaitu pernyataan ke-
sanggupan dan kewajiban penyelenggara
untuk melaksanakan pelayanan sesuai de-
ngan standar pelayanan; dan

9. penanganan pengaduan, saran, dan masuk-
an, yaitu tata cara pelaksanaan penangan-
an pengaduan dan tindak lanjut.

Pada prinsipnya pelayanan publik ber-
beda dengan pelayanan swasta. Namun demi-
kian, terdapat persamaan diantara keduanya
yaitu:

1. keduanya berusaha memenuhi harapan pe-
langgan, dan mendapatkan kepercayaan-
nya; dan

2. kepercayaan pelanggan adalah jaminan
atas kelangsungan hidup organisasi.

Pola atau model penyelenggaraan pela-
yanan umum adalah kesatuan bentuk kata pe-
nyelenggaraan pelayanan yang didasarkan
pada suatu prosedur dan tata kerja atau
rangkaian kegiatan tertentu yang dilaksana-
kan secara sistematis dengan memperhatikan
sendi atau prinsip-prinsip pelayanan umum.

Pola-pola pelayanan umum adalah
sebagai berikut:

1. pola pelayanan fungsional, yaitu pola pe-
layanan publik yang diberikan sesuai de-
ngan tugas, fungsi, dan kewenangannya;

2. pola terpusat, yaitu pola pelayanan publik
yang diberikan secara tunggal oleh penye-
lenggara pelayanan berdasarkan pelim-
pahan wewenang dari penyelenggara pela-
yanan terkait lainnya yang bersangkutan;
dan

3. pola terpadu, yaitu :

a. terpadu satu atap, yaitu pelayanan yang
diselenggarakan dalam suatu tempat
yang meliputi berbagai jenis pelayanan
yang tidak mempunyai keterkaitan pro-
ses dan dilayani melalui beberapa pin-
tu; dan

b. terpadu satu pintu, yaitu pelayanan
yang diselenggarakan dalam suatu tem-
pat meliputi berbagai jenis pelayanan
yang memiliki keterkaitan proses dan
dilayani melalui satu pintu.

Petugas pelayanan publik secara per-
orangan atau dalam bentuk gugus tugas
ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan
dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.
Instansi yang melakukan pelayanan publik
dapat mengembangkan pola penyelenggaraan
pelayanannya sendiri dalam rangka upaya
menemukan dan menciptakan inovasi pe-
ningkatan pelayanan publik. Pengembangan
pola penyelenggaraan pelayanan publik di-
maksud mengikuti prinsip-prinsip sebagai-
mana ditetapkan dalam pedoman ini.

Perbuatan adalah suatu kegiatan manu-
sia yang mengandung maksud tertentu beru-
pa tindakan dan pemikiran. Prosedur adalah
suatu rangkaian metode yang telah menjadi
pola tetap dalam melakukan sesuatu pekerja-
an yang merupakan suatu kebulatan. Sistem
adalah suatu rangkaian prosedur yang telah
merupakan suatu kebutuhan untuk melaksa-
nakan fungsi. Metode adalah cara yang telah
menjadi pasti, ketepatannya dan merupakan
pola dalam melakukan suatu pekerjaan. Apa-
bila metode merupakan kemahiran dari sese-
orang yang sudah tergolong ahli disebut tek-
nik.

Penelitian terdahulu dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut ini.
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1. Absor (2015), meneliti tentang kepuasan
masyarakat pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Banjarbaru. Teknik analisis data di-
lakukan dengan metode deskriptif kualita-
tif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kepuasan masyarakat sudah baik dan me-
miliki nilai sangat bagus.

2. Fitriani (2015), meneliti tentang kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan pada Di-
nas Perhubungan Komunikasi dan Infor-
matika Kabupaten Barito Timur. Teknik
analisis data dilakukan dengan metode
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian me-
nunjukkan bahwa agar kepuasan masyara-
kat dapat dicapai maka fungsi pelayanan
harus selalu ditingkatkan dengan cara:
memberikan perlindungan dan kepastian
hukum pada masyarakat terkait dengan
pengurusan suartu jenis pelayanan; men-
dekatkan pelayanan kepada masyarakat
dengan membuka sistem pembayaran on-
line atau dengan sistem pembayaran keli-
ling; memperpendek proses pelayanan;
mewujudkan proses pelayanan yang cepat,
mudah, murah, transparan, pasti dan ter-
jangkau; dan memberikan akses yang le-
bih luas kepada masyarakat untuk mem-
peroleh pelayanan.

3. Naparin (2016), meneliti tentang pela-
yanan Kantor Kecamatan Tapin Utara Ka-
bupaten Tapin. Teknik analisis data yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Ha-
sil penelitian menunjukkan bahwa Kantor
Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
adalah penyelenggara pembangunan, pe-
merintahan dan pelayanan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualita-
tif deskriptif. Proses dan makna lebih diton-
jolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan
teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fo-
kus penelitian sesuai dengan fakta di lapang-
an. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat
untuk memberikan gambaran umum tentang
latar penelitian dan sebagai bahan pembahas-
an hasil penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat yang datang ke Kantor Kecamat-
an Landasan Ulin. Sampel diambil dengan
teknik accidental sampling, yaitu setiap ma-

syarakat yang datang ke Kantor Kecamatan
Landasan Ulin. Jumlah sampel adalah sesuai
dengan yang disyaratkan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2014. Untuk menghindari bias terhadap hasil
penelitian, maka responden yang dipilih ada-
lah yang sedang atau yang telah mendapat-
kan layanan dalam rentang waktu survei pe-
nelitian ini.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri
atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data
kualitatif adalah data yang berupa tanggapan
responden. Data ini bukan angka dan bersifat
informatif yang didasarkan pada pendekatan
teoritis dan pemikiran logis. Data ini merupa-
kan hasil penelusuran langsung untuk menda-
patkan informasi. Data yang berupa tulisan
mengenai tingkah laku manusia yang dapat
diamati, dikumpulkan sebagai suatu cerita
responden tanpa mencoba mencocokkan sua-
tu gejala dengan kategori baku yang telah di-
tetapkan sebelumnya sebagaimana jawaban
pertanyaan dalam kuesioner. Data kuantitatif
berupa penilaian yang dilakukan berdasarkan
jumlah sesuatu yang mana kualitas bukanlah
sebagai faktor utama yang menjadi dasar pe-
nilaian. Data ini berupa bilangan nilai yang
bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Se-
mua aspek mutu data kuantitatif akan dike-
sampingkan terlebih dahulu dan faktor jum-
lah atau kuantitaslah yang akan menjadi da-
sar penilaian utamanya. Data bentuk kuan-
titatif terbagi atas dua bagian yaitu cacahan
dan ukuran.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri
atas data primer dan data sekunder. Data pri-
mer yaitu data yang didapat langsung dari
observasi di lapangan dan wawancara yang
dilakukan yang terdiri dari tanggapan respon-
den terhadap keadaan sesungguhnya tentang
efektifitas pelayanan. Data sekunder yaitu
data yang didapat dari dokumen dan literatur
baik berupa laporan atau catatan mengenai
gambaran umum kantor dan wilayah, struktur
organisasi, jumlah pegawai, dan prosedur pe-
layanan publik di Kantor Kecamatan Landas-
an Ulin Kota Banjarbaru.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan sebagai
berikut ini.
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1. Unsur persyaratan memiliki nilai baik. Hal
ini dibuktikan dari persyaratan dan admi-
nistrasi yang mudah, rapi dan teratur, dan
tidak berbelit-belit.

Unsur prosedur memiliki nilai baik.

3. Unsur waktu pelayanan memiliki nilai ba-
ik, tepat waktu dan tidak membuat masya-
rakat menunggu terlalu lama.

4. Unsur biaya/tarif memiliki nilai baik. Hal
ini dapat dilihat dari biaya pelayanan yang
sesuai dengan pemberian layanan.

5. Unsur produk spesifikasi jenis pelayanan
memiliki nilai baik. Hal ini didukung oleh
adanya petugas yang dapat memberikan
pelayanan sesuai dengan spesifikasi jenis
layanan.

6. Unsur kompetensi pelaksana menunjuk-
kan nilai baik. Hal ini dilihat dari petugas
memiliki kecakapan dan ketrampilan yang
tinggi dalam memberikan pelayanan.

7. Unsur kesopanan dan keramahan petugas
memilik nilai baik. Hal ini terlihat dari
adanya tanggung jawab dan kedisiplinan
dalam menjaga reputasi instansi.

8. Unsur maklumat pelayanan memiliki nilai
baik. Hal ini dibuktikan dari alur/prosedur
layanan yang jelas dan pelayanan tepat
waktu.

9. Unsur penanganan pengaduan, saran dan
masukan memiliki nilai baik. Hal ini di-
buktikan dari petugas yang selalu mende-
ngarkan saran dan keluhan dari masyara-
kat.

N

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan dapat dilihat dari:

1. terbentuknya sistem pelayanan
mudah dan sesuai dengan SOP;

2. kemampuan pegawai dalam memberikan
pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian,
ketrampilan dan pengalaman;

3. biaya sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan;

4. mewujudkan pemerintahan kecamatan/ke-
lurahan sebagai pusat layanan masyarakat;
dan

5. terbukanya pola pikir masyarakat dalam
menerima perubahan dan pemahaman ten-
tang pelayanan.

yang

Cara menghitung nilai adalah sebagai
berikut ini. Nilai butir tersebut adalah (3 x

40) + (2 x 50) + (1 x 10) + (0 x 0) = 225.
Responden ada 100, maka rata-rata nilai butir
tersebut adalah 225 : 100 = 2,30

Tabel 1. Tanggapan Responden

Skor K
Indikator SS S KS TS Nilai e
3 2 1 0 t.
Persyaratan  pela- 5 g 230 B
yanan
zr:osedur pelayan- 50 40 10 240 B
Waktu  kecepatan  ,o o ¢ 240 B
pelayanan
Kewajaran  biaya/ ,) e & 235 B
tarif
Produk/spesifikasi
pelayanan 0 % >3 2% B
Kompetensi P&~ 40 5 250 B
laksana
Kesopanan dan 60 35 5 255 B
keramahan petu-gas
Maklumat pela-
Yo 60 35 5 25 B

Penangana, penga-
duan, saran dan 40 55 5
masukan

235 B

Sumber: data diolah berdasarkan Arikunto (2006:243)

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah
masyarakat memiliki penilaian baik terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik pada Kan-
tor Kecamatan Landasan Ulin. Pelayanan
yang buruk dapat menyebabkan masyarakat
merasa tidak puas dengan apa yang diteri-
manya. Pihak kantor kecamatan Landasan
Ulin diharapkan meningkatkan kualitas pela-
yanan yang diberikan kepada masyarakat.
Selain itu, pihak kecamtan juga perlu mem-
perhatikan penerimaan, komunikasi, kerja sa-
ma dan tanggung jawab dari seluruh kompo-
nen.
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